
81 
 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dan hasil wawancara yang dilakukan 

penulis menemukan bahwa fungsi pengawasan Satpol PP di lihat dari 

aspek pengawasan preventif dan represif atau kuratif terhadap aktifitas 

PKL dapat di simpulkan sebagai berikut: 

1. Aspek pengawasan yang bersifat preventif dengan tiga indikator yakni: 

a. Sosialisasi Peraturan Daerah No. 56 Tahun 2002 tentang pengaturan 

tempat usaha PKL, sudah di lakukan oleh Satpol PP selama satu 

tahun dua kali. Namun para PKL tetap melanggar PERDA tersebut 

dengan alasan tidak memiliki tempat yang layak untuk berjualan dan 

apabila para PKL tidak berjualan maka tidak dapat memenuhi 

kebutuhan hidup. 

b. Pemantauan dilakukan Satpol PP setiap hari sesuai dengan jam 

kerja(08.00-14.00) untuk mencegah pelanggaran PERDA No 56 

Tahun 2002. Akan tetapi, para PKL tetap saja melanggar PERDA 

tersebut sesudah jam kerja selesai, seperti pada pada sore hari dan 

malam hari para PKL melakukan aktivitas dengan berjualan. 

c. Satpol PP telah memberikan pengarahan-pengarahan kepada 

masyarakat khususnya PKL mengenai PERDA No 56 Tahun 2002. 

Pengarahan berbeda dengan pementauan atau sosialiasi. Pengarahan 

yang dilakukan bersifat lebih intensif terkait hal-hal prinsip yang 
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harus di patuhi. Cara memberipengarahan pun harus berbeda, yakni 

masyarakat atau para PKL dikumpulkan pada satu tempat atau 

didatangi secara perorangan untuk diberikan pengarahan khusus, 

sehingga mereka benar-benar tahu tentang peratuaran daerah kota 

Kupang. 

2. Aspek pengawasan yang bersifat represif atau kuratif dengan indikator 

yakni: 

a. Teguran-reguran lisan telah di lakukan oleh Satpol PP terhadap 

para PKL setiap harinya. Namun yang menjadi masalah atau 

penyebab PKL melanggar PERDA yakni kekurangan lapak 

untuk berjualan sehingga terpaksa para PKL berjualan di trotoar, 

emperan pertokoan dan badan jalan. 

b. Pembinaan telah di berikan Satpol PP kepada para PKL. Apabila 

PKL tidak menghiraukan teguran secara lisan oleh Pol PP maka 

akan di bawa ke Kantor Satpol PP, untuk di berikan pembinaan. 

c. Tindakan tegas yang di berikan oleh Satpol PP kepada para PKL 

yakni apabila melanggar dan melawan PERDA No. 56 Tahun 

2002 maka PKL akan di tangkap, lapak para PKL di bongkar 

secara paksa dan barang-barang hasil jualannya di bawa ke 

Kantor Satpol PP. 
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B. Saran 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan mengenai 

pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang dalam 

aktivitas pedagang kaki lima di Kota Kupang, maka penulis member saran yang 

dapat dipertimbangkan dan menjadi bahan masukan: 

1. Bagi Instansi (Satpol PP) 

a. Saran untuk aspek pengawasan preventif: 

1. Diharapkan kepada Satpol PP melakuakan sosialisasi setiap 

seminggu sekali agar para PKL dapat menaati PERDA dan 

melaksanakan isi PERDA tersebut.  

2. Diharapkan kepada Satpol PP melakukan pemantauan 

bukan hanya jam kerja saja melainkan pada sore hari 

maupun malam hari sehingga para PKL tidak dapat 

melanggar PERDA No. 56 Tahun 2002. 

3. Diharapkan kepada Satpol PP memberikan pengarahan 

yang lebih intensif atau mendatangi secara perorangan 

untuk di berikan pengarahan khusus, sehingga para PKL 

dapat menaati atau patuh terhadap PERDA yang telah di 

sepakati bersama. 

b. Saran untuk aspek pengawasan represif: 

1. Diharapkan kepada Satpol PP memberikan teguran-teguran 

terhadap PKL sesuai dengan PERDA Nomor 56 Tahun 

2002. 
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2. Diharapkan kepada Satpol PP memberikan pembinaan 

secara tegas kepada para PKL, agar para PKL tidak masa 

bodoh dan mau menaati PERDA. 

3. Diharapkan kepada Satpol PP memberikan tindakan yang 

tegas agar para PKL dapat mengindahkan dan menaati 

PERDA. 

2. Bagi Para PKL 

Diharapkan para PKL dapat menaati dan melaksanakan PERDA No. 56 

Tahun 2002 tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL yang 

telah di setujui bersama pihak pemerintah. 

3. Bagi Pihak Pemerintah 

Diharapkan pihak pemeritah dapat menyiapkan lapak yang layak untuk 

berjualan bagi para PKL. 
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Daftar Pertanyaan 

Pengawasan Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima berdasarkan PERDA 

Nomor 56 Tahun 2002 tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL. 

Ada beberapa aspek indicator yang akan dikaji dalam menggambarkan 

pengawasan Pol PP yaitu: 

1. Aspek Pengawasan yang bersifat preventif 

a) Mohon penjelasan Bapak/Ibu, sebelum PERDA Kota Kupang 

Nomor 56 Tahun 2002 tentang pengaturan tempat usaha dan 

pembinaan PKL diberlakukan, apakah PERDA tersebut 

disosialisasikan kepada masyaratat/PKL sesuai dengan 9 point-

point penting yang ada dalam PERDA ? 

b) Mohon penjelasan Bapak/Ibu, bagaimana cara sosialisasi yang di 

lakukan dan apakah PKL memahami PERDAdan point-point 

penting dalam PERDA tersebut?  

c) Mohon penjelasan Bapak/Ibu, Ketika melakukan sosialisasi atau 

arahan-arahan mengenai PERDA Kota Kupang Nomor 56 Tahun 

2002, apakah Satpol PP melibatkan instansi-instansi terkait? 

d) Mohon penjelasan Bapak/Ibu, setelah melakukan sosialisasi, 

apakah satpol PP memantau aktivitas para PKL? seperti apa 

pemantauan yang di lakukan Satpol PP? 

e) Mohon penjelasan Bapak/Ibu, apakah ada pengarahan yang di 

berikan oleh Satpol PP kepada PKL? Seperti apa pengarahan yang 

diberikan Satpol PP? 
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2. Aspek Pengawasan yang bersifat Represif 

a) Mohon penjelasan Bapak/Ibu, apabila para PKL melanggar atau 

menyimpang PERDA Nomor 56 Tahun 2002, apakah Satpol PP 

memberikan teguran? Apabila memberi teguran seperti apa 

teguran yang diberikan? 

b) Mohon penjelasan Bapak/Ibu, apakah Satpol PP melakukan 

pembinaan terhadap PKL? Seperti apa pembinaan dan dalam 

bentuk apa yang diberikan Satpol PP? 

c) Mohon penjelasan Bapak/Ibu, apakah pembinaan dilakukan dalam 

bentuk hukum? Apakah pembinaan yang diberikan dapat 

menyadarkan para PKL? 

d) Mohon penjelasan Bapak/Ibu, apabila pembinaan yang diberikan 

oleh Satpol PP tidak di hiraukan apakah tindakan yang dilakukan 

Satpol PP terhadap para PKL? Seperti apakah tindakan yang 

dilakukan Satpol PP? 

e) Mohon penjelasan Bapak/Ibu, apakah Satpol PP mengambil 

tindakan tegas terhadap para PKL? Tindakan tegas berupa apa? 
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